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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran
serta kendala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.
Masalah utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya peran dinas
serta adanya faktor penghambat yang belum teratasi sepenuhnya
dalam pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan
dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan
Kepala Seksi Perumahan Rakyat. Analisis data dilakukan dengan
pendekatan teori peran yang mencakup dimensi hak dan kewajiban
serta fungsi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah
menjalankan perannya sebagai pelaksana teknis kebijakan
pemerintan Aceh melalui program Rumah Layak Huni (RLH).
Peran tersebut meliputi perencanaan program, pendataan dan
verifikasi penerima manfaat yang bekerja sama dengan pemerintah
gampong, pelaksanaan pembangunan fisik, hingga pengawasan
untuk memastikan standar kelayakan hunian terpenuhi. Meskipun
telah berjalan secara dinamis, penelitian ini mengidentifikasi
beberapa kendala utama, vyaitu keterbatasan anggaran yang
membatasi  cakupan bantuan, permasalahan  administrasi
kepemilikan tanah bagi calon penerima, serta kompleksitas proses
pendataan yang memerlukan ketelitian tinggi agar bantuan tepat
sasaran. Kesimpulannya, peran dinas sudah cukup baik sesuai tugas
dan fungsinya, namun diperlukan peningkatan koordinasi lintas
sektoral dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal untuk
menjangkau lebih banyak masyarakat dhuafa di masa depan.

Kata Kunci: Peran Dinas, Pembangunan, Rumah Dhuafa, Kota
Banda Aceh.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia yang memiliki peranan penting dalam menunjang
kualitas hidup masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai
tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan
kehidupan yang aman, sehat, nyaman, dan layak. Keberadaan
rumah yang layak huni menjadi bagian penting dalam mendukung
kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kondisi sosial,
kesehatan, keamanan, serta keberlangsungan kehidupan keluarga.
Oleh sebab itu, penyediaan perumahan yang layak menjadi
tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, khususnya bagi masyarakat dhuafa yang memiliki
keterbatasan ekonomi.*

Dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh disebutkan bahwa
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman.? Melalui kewenangan tersebut,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan
penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk
masyarakat dhuafa di Kota Banda Aceh. Peran tersebut tidak hanya
mencakup pembangunan fisik rumah, tetapi juga meliputi
perencanaan program, pendataan penerima bantuan, pengawasan
pelaksanaan pembangunan, serta koordinasi dengan berbagai pihak
terkait.?

Selain sandang dan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal
merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam kehidupan
manusia. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik
Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh.

¥ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), him. 212.
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Pengalihan, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dijelaskan
bahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus
memperhatikan aspek aksesibilitas, infrastruktur, serta kelayakan
lingkungan hunian.* Dengan demikian, pembangunan perumahan
tidak hanya berorientasi pada tersedianya bangunan rumah semata,
tetapi juga pada terciptanya lingkungan permukiman yang sehat,
aman, dan mendukung aktivitas sosial masyarakat.

Pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman
merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan
pembangunan  nasional.  Pertumbuhan  penduduk  serta
perkembangan kawasan perkotaan menyebabkan kebutuhan
terhadap hunian layak semakin meningkat, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.> Dalam konteks tersebut,
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan
program-program  pembangunan yang mampu membantu
masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak huni. Salah satu
bentuk upaya tersebut adalah melalui program pembangunan
rumah dhuafa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh.

Program pembangunan rumah dhuafa merupakan bentuk
pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat kurang mampu
yang belum memiliki rumah layak huni.® Program ini bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan
tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan. Selain
memberikan manfaat secara fisik, program rumah dhuafa juga
diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat
penerima bantuan, menciptakan rasa aman dan nyaman dalam
lingkungan keluarga, serta mendukung terciptanya lingkungan
permukiman yang lebih baik.

Namun, dalam pelaksanaan program pembangunan rumah
dhuafa masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi
efektivitas pelaksanaan program. Beberapa kendala tersebut antara

* Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status,
Penghunian, Status Pengalihan, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

> Sadana Agus, Perencanaan Kawasan Permukiman (Yogyakarta: Graha
limu, 2014), him. 25.

® Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta,
2019), him. 128.
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lain keterbatasan anggaran, proses pendataan calon penerima
bantuan yang membutuhkan ketelitian, serta permasalahan
administrasi  kepemilikan tanah masyarakat.” Selain itu,
pelaksanaan pembangunan juga memerlukan koordinasi yang baik
antara dinas, pemerintah gampong, serta masyarakat agar bantuan
yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan
kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan kondisi tersebut, peran Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh menjadi sangat penting dalam
memastikan program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan
secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh
karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai
Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
dalam Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh.

1.2 ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai Peran Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh, maka dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat dhuafa di Kota Banda Aceh
yang belum memiliki rumah layak huni.

2. Pelaksanaan  pembangunan  rumah dhuafa  masih
menghadapi keterbatasan anggaran sehingga belum mampu
menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan
bantuan.

3. Proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan
rumah dhuafa masih memerlukan Kketelitian agar bantuan
dapat tepat sasaran.

4. Masih terdapat kendala administrasi kepemilikan tanah
yang menghambat pelaksanaan pembangunan rumah
dhuafa.

5. Koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh dengan pemerintah gampong dan pihak
terkait lainnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan
program berjalan lebih efektif.

" Nurwati, “Permasalahan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 145.
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6. Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Aceh dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa perlu
dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas
pelaksanaan program.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di
Kota Banda Aceh?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan
rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam
Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Peran Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam
Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh
1.5 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diharapkan
dari hasil penelitian yang dilakukan, baik secara teoritis maupun
praktis. Adapun kegunaan penelitian mengenai Peran Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh adalah sebagai
berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik,
khususnya yang berkaitan dengan teori peran, pelayanan publik,
dan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan
perumahan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah layak



huni, pelayanan sosial pemerintah, serta kebijakan perumahan bagi
masyarakat kurang mampu.®
Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian
ilmiah mengenai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan
program pembangunan sosial, khususnya dalam penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat dhuafa di daerah.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:
a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
evaluasi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Aceh dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh, terutama dalam
aspek perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan
program.
b. Pemerintah Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi pemerintah  daerah dalam  merumuskan kebijakan
pembangunan perumahan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
kurang mampu sehingga program bantuan rumah layak huni dapat
berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
c. Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai pentingnya program pembangunan rumah
dhuafa sebagai bentuk pelayanan sosial pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menyediakan
hunian yang layak.’
d. Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan
perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian
terkait peran pemerintah, pelayanan publik, pembangunan
perumahan, maupun program bantuan sosial di bidang perumahan.

® Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2019), him. 298.

% Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta,
2019), him. 135.
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BAB I1
TINJAUAN PUSKATA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Peran

Teori peran (role theory) merupakan teori yang digunakan
untuk  menjelaskan  perilaku individu maupun organisasi
berdasarkan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab yang
dimilikinya dalam suatu sistem sosial maupun kelembagaan. Dalam
administrasi publik, teori peran sangat relevan karena dapat
digunakan untuk menganalisis bagaimana lembaga pemerintah
menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan program
pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status),
Seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peran apabila telah
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan
yang dimiliki.*® Konsep ini menunjukkan bahwa setiap posisi
dalam organisasi memiliki seperangkat tugas, tanggung jawab, dan
harapan tertentu yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan
organisasi.

Dalam perspektif administrasi  publik, peran lembaga
pemerintah berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pelayanan
publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Instansi
pemerintah ~ dibentuk untuk menjalankan kebijakan serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang
kewenangannya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu instansi
pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana lembaga tersebut mampu
menjalankan perannya secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai
kebutuhan masyarakat.

Teori peran juga menjelaskan bahwa pelaksanaan peran
dipengaruhi oleh harapan masyarakat dan tuntutan organisasi.
Dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat mengharapkan
pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik, transparan,
dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial karena
berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

19 S0erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2012), him. 212.
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Secara konseptual, peran dapat dibedakan menjadi peran
formal dan peran aktual. Peran formal merupakan peran yang
melekat pada jabatan atau kedudukan berdasarkan aturan organisasi
dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan peran aktual
merupakan pelaksanaan nyata dari tugas dan tanggung jawab dalam
praktik di lapangan. Dalam administrasi publik, sering ditemukan
adanya perbedaan antara peran formal dan peran aktual akibat
keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, maupun faktor teknis
lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, teori peran digunakan untuk
menganalisis bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh menjalankan tugas dan kewenangannya dalam
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh. Peran tersebut
dapat dilihat melalui proses perencanaan program, pelaksanaan
pembangunan rumah, koordinasi dengan pemerintah gampong,
serta pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan rumah
layak huni.

Dengan demikian, teori peran menjadi landasan utama dalam
penelitian ini karena dapat menjelaskan hubungan antara
kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Aceh dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya dalam
pembangunan rumah dhuafa bagi masyarakat kurang mampu.

2.1.2 Teori Pelayanan Publik

Teori pelayanan publik merupakan teori yang menjelaskan
bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan
meningkatkan kesejahteraan publik. Dalam administrasi publik,
pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah
karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

pelayanan publik adalah setiap kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang
berlaku.'* Pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan
pelayanan administratif, tetapi juga mencakup pelayanan sosial dan
pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi
masyarakat.

1 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta,
2017), him. 128.
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Pelayanan publik yang baik harus dilaksanakan secara
efektif, transparan, responsif, dan tepat sasaran. Pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik dituntut mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas agar masyarakat memperoleh hak-
haknya secara adil. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik
menjadi salah satu indikator keberhasilan organisasi pemerintah
dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks pembangunan rumah dhuafa, pelayanan
publik diwujudkan melalui penyediaan rumah layak huni bagi
masyarakat kurang mampu. Program pembangunan rumah dhuafa
merupakan bentuk pelayanan sosial pemerintah yang bertujuan
membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman dan
layak. Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya
membangun fisik rumah, tetapi juga berupaya meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik di
bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelayanan tersebut
meliputi pendataan masyarakat penerima bantuan, perencanaan
pembangunan rumah, pelaksanaan pembangunan, hingga
pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Dalam penelitian ini, teori pelayanan publik digunakan untuk
melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda
Aceh. Analisis pelayanan publik dapat dilihat dari ketepatan
sasaran bantuan, proses pelaksanaan program, transparansi
pelayanan, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima
bantuan.

2.1.3 Teori Koordinasi

Teori koordinasi merupakan teori yang menjelaskan
pentingnya kerja sama dan penyelarasan tugas antar bagian
organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam administrasi
publik, koordinasi menjadi unsur penting karena pelaksanaan
program pemerintah umumnya melibatkan berbagai pihak dan unit
kerja.

koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan
kegiatan dari unit-unit organisasi agar dapat bergerak secara
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harmonis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan
organisasi.** Koordinasi diperlukan untuk mencegah terjadinya
tumpang tindih tugas, konflik kewenangan, serta ketidakefisienan
dalam pelaksanaan program.

Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi tidak hanya
dilakukan secara internal antar bidang dalam satu instansi, tetapi
juga secara eksternal dengan instansi lain, pemerintah daerah,
aparatur gampong, dan masyarakat. Koordinasi yang baik akan
membantu memperlancar pelaksanaan program dan meningkatkan
efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam program pembangunan rumah dhuafa, koordinasi
menjadi sangat penting karena pelaksanaan program melibatkan
banyak pihak, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh, aparatur gampong, masyarakat penerima
bantuan, serta pihak pelaksana pembangunan. Koordinasi
diperlukan dalam proses pendataan penerima bantuan, penentuan
lokasi pembangunan, pelaksanaan pembangunan rumah, hingga
pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka program
pembangunan dapat mengalami berbagai hambatan, seperti
keterlambatan pelaksanaan, kesalahan data penerima bantuan,
maupun rendahnya kualitas pembangunan rumah. Oleh sebab itu,
koordinasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan
pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa.

Dalam penelitian ini, teori koordinasi digunakan untuk
menganalisis bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak
dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda
Aceh.

2.1.4 Konsep Rumah Dhuafa

Rumah dhuafa merupakan program bantuan pembangunan
atau rehabilitasi rumah yang diberikan kepada masyarakat kurang
mampu yang belum memiliki tempat tinggal layak huni. Program
ini bertujuan membantu masyarakat dhuafa memperoleh rumah
yang aman, sehat, dan layak untuk ditempati.

12 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi Aksara,
2014), him. 95.
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Secara umum, masyarakat dhuafa merupakan kelompok
masyarakat yang memiliki Kketerbatasan ekonomi sehingga
mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk
kebutuhan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah melalui
program rumah dhuafa berupaya memberikan bantuan perumahan
sebagai bentuk pelayanan sosial dan perlindungan terhadap
masyarakat miskin.

Program pembangunan rumah dhuafa tidak hanya
berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga bertujuan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan.
Dengan adanya rumah layak huni, masyarakat diharapkan dapat
hidup lebih sehat, aman, dan nyaman.

Dalam pelaksanaan program rumah dhuafa, pemerintah perlu
memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang
benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan. Oleh sebab itu,
proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan menjadi bagian
penting dalam pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, konsep rumah dhuafa digunakan untuk
memahami pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yang
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh di Kota Banda Aceh.

2.1.5 Teori Pembangunan

Menurut Rogers, pembangunan dipahami sebagai suatu
proses perubahan sosial yang melibatkan partisipasi luas dari
masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kemajuan baik secara
sosial maupun material. Kemajuan tersebut mencakup peningkatan
nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, serta kualitas hidup lainnya
yang dihargai oleh masyarakat. Proses ini diarahkan untuk
memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat melalui
peningkatan kontrol yang mereka miliki terhadap lingkungan
sekitarnya..

memandang pembangunan sebagai suatu transformasi sosial
yang mengarah pada terbentuknya pola masyarakat yang lebih
mampu merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Proses ini
memungkinkan masyarakat memperoleh kontrol yang lebih luas
terhadap lingkungan, arah politik, serta peningkatan kendali

3 Zulkarimen Nasution, Komunikasi Pembangunan: Pengenala Teori
Dan Penerapannya (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004), 28.
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individu terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, Shoemaker
menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan
sosial yang melibatkan pengenalan ide-ide baru dalam suatu sistem
sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita
serta kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan metode
produksi yang lebih modern dalam sistem tersebut.

pembangunan dipahami sebagai suatu proses yang mencakup
peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perluasan wawasan
manusia, serta munculnya kesadaran baru. Selain itu, pembangunan
juga ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dan
tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri individu.

Berdasarkan  berbagai ~ definisi  pembangunan  yang
dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa
pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mengarah
pada kondisi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, istilah pembangunan telah menjadi konsep
sentral yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara
umum, pembangunan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat beserta warganya.** Namun, dalam
praktiknya, kemajuan yang dimaksud sering kali lebih
menitikberatkan pada aspek material. Akibatnya, pembangunan
kerap diidentikkan dengan pencapaian di bidang ekonomi oleh
suatu masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kondisi, pembangunan
juga dipandang sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang
menguntungkan bagi kelompok tertentu yang termarginalkan, serta
sebagai ideologi politik yang digunakan untuk melegitimasi
kekuasaan pemerintah dalam membatasi kritik dari masyarakat
(Budiman, 1995: 1-2).

Pembangunan pada hakikatnya mencakup dua elemen utama,
yaitu aspek material yang berkaitan dengan produksi dan distribusi,
serta aspek manusia sebagai pelaku utama yang berinisiatif dalam
proses pembangunan. Pada akhirnya, tujuan pembangunan harus
berorientasi pada pengembangan manusia itu sendiri, khususnya
dalam membentuk individu yang kreatif. Kreativitas tersebut hanya
dapat berkembang apabila manusia berada dalam kondisi yang
mendukung, seperti merasa aman, bahagia, dan terbebas dari rasa

4 Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori
Pembangunan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
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takut. Oleh sebab itu, pembangunan tidak semata-mata berfokus
pada aspek material, tetapi juga harus menciptakan kondisi yang
memungkinkan manusia mengembangkan potensi kreatifnya
(Budiman, 1995: 13-14).

Dalam praktik pembangunan di berbagai negara, khususnya
pada tahap awal, fokus utama umumnya diarahkan pada
peningkatan kapasitas produksi. Meskipun terdapat beragam
pendekatan dan perspektif, esensi utama pembangunan terletak
pada pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi yang sering
dianggap paling efektif adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi
melalui masuknya investasi asing serta pengembangan sektor
industri.
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2.1.6 Kerangka Berpikir

Peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh
Dalam Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh

e 2

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di

Kota Banda Aceh?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan
rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?

1. Peraturan Menteri Perumahan
rakyat Republik Indonesia nomor
22 tahun 2008 Tentang Pedoman
Teknik Pengadaan, Pendaftaran,
Penetapan Status, Penghunian,
Status Pengalihan, Dan Pengalihan
Hak Atas Rumah Negara

 f Peraturan Menteri
Pekerjaan ~ Umum  dan
Perumahan Rakyat Republik
Indonesia
No0.38/PRT/M/2015 Tentang
Bantuan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Umum Untuk
Perumahan Umum

Teori Peran
Teori Pembangunan

r Konsep Rumah Dhuafa

Untuk Mengetahui Dan
Menganalisis  Peran  Dinas
Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Aceh
Dalam Pembangunan Rumah
Dhuafa Di Kota Banda Aceh

Untuk  mengetahui  Dan
Menganalisis kendala Dinas
Perumahan  Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Aceh
Dalam Pembangunan Rumah
Dhuafa Di Kota Banda Aceh
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2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan kajian terhadap penelitian
terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang
dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan
perbandingan, referensi, serta untuk melihat perbedaan dan
kebaruan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu, penelitian
yang relevan juga membantu memperkuat landasan teoritis dan
memperjelas fokus penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam Pembangunan
Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurwati yang berjudul
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keberhasilan program bantuan rumah layak huni sangat
dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, ketepatan pendataan
penerima bantuan, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di
lapangan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keterbatasan
anggaran dan administrasi kepemilikan tanah menjadi hambatan
utama dalam pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat
miskin.'® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang
akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas program bantuan
rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Namun,
penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan program secara
umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada
peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
dalam pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

Penelitian kedua dilakukan oleh Harbani Pasolong dalam
kajiannya mengenai pelayanan publik di bidang sosial dan
pembangunan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas
pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan program
pemerintah, terutama program yang berkaitan langsung dengan
kebutuhan dasar masyarakat.*® Pelayanan yang efektif, transparan,
dan tepat sasaran akan meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap program pemerintah. Relevansi penelitian tersebut dengan

> Nurwati, “Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah,” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2, 2020, him.
145.

1% Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta,
2019), him. 128.
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penelitian ini terletak pada aspek pelayanan publik dalam program
pembangunan rumah dhuafa. Perbedaannya, penelitian ini lebih
fokus pada bagaimana peran dinas dalam pelaksanaan program
pembangunan rumah dhuafa sebagai bentuk pelayanan sosial
pemerintah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sondang P. Siagian
mengenai koordinasi dalam organisasi pemerintahan. Hasil kajian
menunjukkan bahwa koordinasi merupakan faktor penting dalam
keberhasilan implementasi program pemerintah karena melibatkan
berbagai pihak dan unit kerja.'” Tanpa koordinasi yang baik,
pelaksanaan program dapat mengalami hambatan seperti
keterlambatan pekerjaan, tumpang tindih tugas, dan rendahnya
efektivitas pelayanan. Penelitian ini relevan karena pembangunan
rumah dhuafa juga memerlukan koordinasi antara Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, aparatur
gampong, masyarakat, dan pihak pelaksana pembangunan.

Penelitian lain mengenai program rumah layak huni
menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan rumah masyarakat
miskin tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi
juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam
melakukan  perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan
masyarakat.'® Program bantuan rumah akan berjalan efektif apabila
pemerintah mampu memastikan bantuan diberikan kepada
masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta dilakukan
pengawasan secara  berkelanjutan  terhadap pelaksanaan
pembangunan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan tersebut, dapat
dipahami bahwa program pembangunan rumah layak huni
memiliki kaitan erat dengan peran pemerintah, kualitas pelayanan
publik, dan koordinasi antar pihak terkait. Persamaan penelitian
terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai
pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Sementara
itu, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus analisis.
Penelitian ini secara khusus membahas mengenai peran Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam

7 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi Aksara,
2016), him. 110.

18 Agus Sadana, Perencanaan Kawasan Permukiman (Yogyakarta: Graha
llmu, 2014), him. 67.
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pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh, sehingga
diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik
mengenai pelaksanaan program bantuan rumah dhuafa di daerah

tersebut.
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan
menjelaskan berbagai karakteristik data secara mendalam guna
memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca
terkait topik yang dikaji.® Data kualitatif sendiri merupakan data
yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, skema, maupun
gambar. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh data
yang bersifat alami sesuai dengan kondisi yang ada tanpa adanya
manipulasi, dengan penekanan pada makna yang terkandung di
dalamnya. Melalui pendekatan kualitatif tersebut, peneliti berupaya
mengkaji dan menjelaskan peran Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di
Kota Banda Aceh.
3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi uraian rinci mengenai pertanyaan-
pertanyaan yang mencakup aspek atau topik yang akan ditelaah
dalam penelitian. Fokus ini berfungsi sebagai pedoman utama
dalam proses pengamatan, sehingga kegiatan observasi serta
analisis data dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. %

Oleh karena itu, diperlukan penggunaan indikator sebagai
batasan agar pembahasan tidak melebar dan tetap selaras dengan
fokus penelitian yang telah ditetapkan. Indikator tersebut
digunakan untuk mengarahkan analisis dalam mengkaji Peran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

¥ Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi.
Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

% ARIEF, M., Putra, R., & Ermanovida, E. (2018). Peran Dinas
Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Pemulutan
Selatan Kabupaten Ogan Ilir (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
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Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Peran

NO Dimensi Indikator Regulasi

1 Peran Penyelenggarakan | Qanun Aceh Nomor
Urusan 13 Tahun 2016
Pemerintahan Tentang

bidang perumahan | Pembentukan Dan
rakyat dan kawasan | Susunan Perangkat

permukiman. Aceh.
2 Pembangunan | Teknik Pengadaan, | Peraturan Menteri
Pendaftaran, Perumahan rakyat

Penetapan Status, Republik Indonesia
Penghunian, Status | nomor 22 tahun
Pengalihan, Dan 2008 Tentang
Pengalihan Hak Pedoman Teknik
Atas Rumah Pengadaan,

Negara. Pendaftaran,
Penetapan Status,
Penghunian, Status
Pengalihan, Dan
Pengalihan Hak Atas
Rumah Negara.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat peneliti saya adalah pada Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Dalam
Pembangunan Rumah Dhuafa Di Kota Banda Aceh?. Lokasi ini
dipilih karena kegiatan pembangunan rumah dhuafa menjadi
pekerjaan dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berupa kata-
kata dan tindakan, sedangkan data tambahan dapat diperoleh dari
dokumen dan sumber lain yang relevan. Jenis data yang digunakan

2! Matondang, E. M. (2021). Peran Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
Perumahan bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang.
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dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Kedua jenis data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi
yang lengkap dan akurat mengenai peran Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah
dhuafa di Kota Banda Aceh.
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari sumber utama di lapangan melalui proses wawancara,
observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.?* Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dianggap
mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.
Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Aceh.
2. Pegawai atau staf pada bidang yang menangani program
rumah dhuafa.
3. Aparatur gampong yang terlibat dalam proses pendataan
masyarakat penerima bantuan.
Masyarakat penerima bantuan rumah dhuafa.
Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan
rumah dhuafa.
Melalui data primer tersebut, peneliti memperoleh informasi
mengenai proses perencanaan program, pelaksanaan pembangunan
rumah dhuafa, koordinasi antar pihak terkait, serta kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan program.
2. Data Skunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai
dokumen, arsip, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.® Data
sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer
sehingga analisis penelitian menjadi lebih kuat dan sistematis.
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

o~

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2018), him. 157.%

%% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2019), him. 137.
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2. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Aceh.
3. Dokumen program pembangunan rumah dhuafa pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

4. Buku-buku yang berkaitan dengan teori peran, pelayanan
publik, koordinasi, dan administrasi publik.

5. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
dengan penelitian.

6. Data laporan kegiatan dan dokumentasi pembangunan rumah
dhuafa.

Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis
sekaligus bahan pendukung wuntuk menganalisis pelaksanaan
program pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.

3.5 Informan Penelitian

Pelaksanaan penelitian membutuhkan informan sebagai pihak
yang memberikan informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam
pendekatan kualitatif, informan adalah individu yang memiliki
pengetahuan serta pemahaman terhadap fokus penelitian. Oleh
karena itu, penentuan informan harus didasarkan pada kriteria yang
jelas sehingga informasi yang dihasilkan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan bagi penelitian.

Tabel 3.2
Informan Penelitian
No Informan Jumlah
1. |[Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 1 orang

Permukiman Aceh Di Kota Banda Aceh
2. [Kepala Bidang Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh (1 orang

3. [Kepala Seksi Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh [1 orang

Jumlah 3 orang
Sumber : Data Yang Diolah 2026

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan
tujuan penelitian. Dalam penelitian mengenai Peran Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
Pembangunan Rumah Dhuafa di Kota Banda Aceh, teknik
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pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Penggunaan beberapa teknik tersebut bertujuan
agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan
kondisi di lapangan.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek
penelitian.?* Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk
melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan rumah
dhuafa di Kota Banda Aceh. Peneliti mengamati kondisi rumah
penerima bantuan, proses pembangunan rumah, serta aktivitas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
pelaksanaan program.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran
nyata mengenai kondisi di lapangan, termasuk kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti
dengan informan.”® Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan
secara mendalam (in-depth interview) kepada pihak-pihak yang
dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan
program pembangunan rumah dhuafa.

Adapun informan penelitian meliputi:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh.
Pegawai atau staf yang menangani program rumah dhuafa.
Aparatur gampong.
Masyarakat penerima bantuan rumah dhuafa.
Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi
mengenai peran dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi,
pengawasan, serta hambatan dalam pembangunan rumah dhuafa di
Kota Banda Aceh.

arwN

? Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020),
him. 106.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2018), him. 186.
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c. Dokumen

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui
pengkajian dokumen, arsip, laporan, foto, dan berbagai data tertulis
lainnya yang berkaitan dengan penelitian.?® Dalam penelitian ini,
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung
mengenai program pembangunan rumah dhuafa, seperti:

1. Data penerima bantuan rumah dhuafa.

2. Dokumen program dan laporan kegiatan.

3. Foto pembangunan rumah dhuafa.

4. Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Aceh.

5. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perumahan dan kawasan permukiman.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil
observasi dan wawancara sehingga data penelitian menjadi lebih
valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi, peneliti diharapkan mampu memperoleh data yang
komprehensif mengenai peran Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa di
Kota Banda Aceh.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik  pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk
memastikan “bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar
memenuhi kaidah ilmiah serta data yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data
dilakukan melalui member check, yaitu proses verifikasi data
kepada informan. Tujuan dari member check adalah untuk menilai
sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang
disampaikan oleh informan. Dengan demikian, data yang
digunakan dalam penyusunan laporan benar-benar mencerminkan
maksud dan pernyataan informan.

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Jakarta: Rineka Cipta, 2019), him. 274.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi bagian penting dalam penelitian ini
karena memberikan pemahaman awal mengenai kondisi wilayah
yang menjadi objek kajian. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota
Provinsi Aceh merupakan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi,
dan sosial masyarakat. Sebagai wilayah perkotaan, Banda Aceh
memiliki dinamika pembangunan yang cukup pesat, namun disisi
lain masih menghadapi berbagai permasalahan sosial, termasuk
keberadaan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah atau dhuafa menjadi isu yang cukup kompleks karena tidak
hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga
menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh memiliki tanggung jawab dalam mengatasi
permasalahan tersebut melalui berbagai program pembangunan
perumahan.?’

Salah satu program yang menjadi fokus adalah pembangunan
Rumah Layak Huni (RLH) yang diperuntukkan bagi masyarakat
dhuafa. Program ini merupakan implementasi dari kebijakan yang
diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016
tentang Pembangunan Rumah Layak Huni.”® Dalam kebijakan
tersebut ditegaskan bahwa pemerintan daerah berkewajiban
menyediakan hunian yang layak sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Banda Aceh
menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana peran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
melaksanakan program pembangunan rumah dhuafa. Kondisi sosial
dan kebutuhan masyarakat di Kota Banda Aceh menjadi latar
belakang penting dalam menganalisis peran pemerintah daerah
dalam pembangunan rumah layak huni.

%’ Dinas Perkim Aceh, Tugas dan Fungsi, 2026
®pergub Aceh No.145 Tahun 2016.
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4.2 Hasil dan Pembahasan
4.2.1Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa

di Kota Banda Aceh

Secara umum hasil wawancara menunjukkan bahwa dinas
memiliki peran yang cukup luas dan tidak hanya terbatas pada
pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup berbagai
tahapan dalam proses kebijakan. Peran tersebut meliputi
perencanaan program, penentuan penerima bantuan, pelaksanaan
pembangunan, hingga pengawasan terhadap hasil pembangunan.
Dengan demikian, dinas berperan sebagai aktor utama dalam
memastikan bahwa program pembangunan rumah dhuafa dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Salah satu pernyataan utama
yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Aceh dalam pembangunan rumah dhuafa pada dasarnya adalah
sebagai pelaksana teknis dari kebijakan pemerintah Aceh dalam
menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
(Wawancara, 28 Maret 2026).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang perumahan. Peran sebagai pelaksana teknis
menunjukkan bahwa dinas tidak hanya bertugas menjalankan
perintah administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk
mengimplementasikan kebijakan secara nyata di lapangan. Dalam
hal ini, dinas harus mampu menerjemahkan kebijakan yang bersifat
umum ke dalam bentuk program yang lebih konkret dan sesuai
dengan kondisi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena setiap
wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan
program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu peran ini juga menuntut dinas untuk memiliki
kemampuan manajerial yang baik agar program dapat berjalan
secara efektif dan efisien. Dinas harus mampu mengatur sumber
daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun
waktu pelaksanaan, sehingga program pembangunan rumah dhuafa
dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, peran
sebagai pelaksana teknis tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga strategis dalam menentukan keberhasilan program.
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Selain menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, dinas
juga melaksanakan program Rumah Layak Huni sebagai bentuk
nyata dari kebijakan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan
oleh narasumber:

Program yang dijalankan adalah pembangunan Rumah Layak
Huni yang bertujuan membantu masyarakat miskin agar memiliki
tempat tinggal yang layak (Wawancara, 28 Maret 2026).

Program Rumah Layak Huni merupakan salah satu bentuk
intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan perumahan
yang dihadapi oleh masyarakat dhuafa. Program ini tidak hanya
berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memiliki
tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat secara keseluruhan. Rumah yang layak huni memiliki
peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena
menjadi tempat berlindung sekaligus ruang untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya rumah yang layak, masyarakat dapat hidup
dengan lebih aman, nyaman, dan sehat. Selain itu, kondisi rumah
yang baik juga dapat berdampak positif terhadap aspek sosial dan
psikologis masyarakat, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan
stabilitas keluarga. Program ini juga menunjukkan adanya
perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang kurang
mampu, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial
yang ada. Namun demikian, pelaksanaan program ini tentu
memerlukan perencanaan yang matang serta koordinasi yang baik
antara berbagai pihak agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Oleh karena itu, dinas memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana dan
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima
bantuan. Dalam pelaksanaan program tersebut, dinas juga
melakukan proses pendataan dan verifikasi terhadap calon
penerima bantuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh
narasumber:

Penentuan penerima dilakukan melalui pendataan oleh
gampong dan diverifikasi langsung oleh dinas melalui survei
lapangan (Wawancara, 28 Maret 2026).

Proses pendataan dan verifikasi merupakan tahapan yang
sangat krusial dalam pelaksanaan program pembangunan rumah
dhuafa. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat
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yang benar-benar membutuhkan bantuan, sementara verifikasi
bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai
dengan kondisi di lapangan. Keterlibatan pemerintah gampong
dalam proses pendataan menunjukkan adanya pendekatan yang
berbasis pada kondisi lokal, karena pemerintah gampong dianggap
lebih mengetahui keadaan masyarakat di wilayahnya.

Hal ini dapat meningkatkan akurasi data yang diperoleh,
sehingga bantuan dapat diberikan kepada pihak yang tepat. Setelah
pendataan dilakukan, dinas kemudian melakukan verifikasi melalui
survei lapangan. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan
dalam penentuan penerima bantuan, seperti adanya data yang tidak
valid atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain
itu, verifikasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi
rumah yang dimiliki oleh calon penerima tidak layak huni dan
memerlukan bantuan.

Dengan adanya proses pendataan dan verifikasi yang baik,
diharapkan program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan
secara transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat
yang maksimal bagi masyarakat. Selain pendataan dan verifikasi,
dinas juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap
proses pembangunan rumah dhuafa. Hal ini sebagaimana
disampaikan oleh narasumber:

Selama proses pembangunan berlangsung, dinas melakukan
pengawasan agar rumah yang dibangun memenuhi standar layak
huni (Wawancara, 28 Maret 2026).

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam
pelaksanaan program pembangunan, Kkarena berfungsi untuk
memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan
rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks
pembangunan rumah dhuafa, pengawasan dilakukan untuk
menjamin bahwa rumah yang dibangun memenuhi Kriteria
kelayakan hunian, baik dari segi keamanan, kenyamanan, maupun
kesehatan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, terdapat risiko
bahwa pembangunan tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi
yang telah ditentukan, sehingga kualitas rumah yang dihasilkan
tidak optimal. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran
atau pelaksanaan pekerjaan.
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Dengan adanya pengawasan yang ketat, dinas dapat
memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilakukan secara
transparan dan bertanggung jawab. Hal ini juga penting untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang
dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pengawasan
yang dilakukan oleh dinas menjadi salah satu faktor kunci dalam
menentukan keberhasilan program pembangunan rumah dhuafa di
Kota Banda Aceh.

4.2.2 Kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa

di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala
dalam pelaksanaan program pembangunan rumah dhuafa yang
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat
teknis di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan aspek struktural
yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara
keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah
dirancang dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas, dalam
praktiknya tetap terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi
oleh pelaksana kebijakan. Kendala ini menjadi penting untuk dikaji
karena dapat mempengaruhi keberhasilan program dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan memahami
kendala yang ada, dapat diketahui langkah-langkah yang perlu
dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa yang
akan datang agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kendala utama adalah keterbatasan anggaran (Wawancara,
28 Maret 2026).

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan
paling mendasar dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa.
Dalam konteks ini, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan
rumah layak huni masih cukup besar, sementara kemampuan
anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbatas. Kondisi
ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang memenuhi kriteria
dapat langsung menerima bantuan, sehingga dinas harus melakukan
prioritas dalam penyaluran bantuan. Penentuan prioritas ini
biasanya didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan, seperti
kondisi rumah yang sangat tidak layak atau kondisi ekonomi yang
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sangat rendah. Namun demikian, keterbatasan anggaran juga dapat
berdampak pada aspek lain, seperti jumlah unit rumah yang dapat
dibangun dalam satu tahun anggaran serta kualitas bahan bangunan
yang digunakan.

Oleh karena itu dinas dituntut untuk mampu mengelola
anggaran secara efektif dan efisien agar program tetap dapat
berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi keterbatasan. Selain
itu, keterbatasan anggaran juga menunjukkan perlunya dukungan
dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pihak lain,
untuk membantu memperluas cakupan program pembangunan
rumah dhuafa.

Masalah administrasi kepemilikan tanah juga menjadi
hambatan (Wawancara, 28 Maret 2026).

Permasalahan administrasi kepemilikan tanah merupakan
kendala lain yang cukup signifikan dalam pelaksanaan
pembangunan rumah dhuafa. Dalam praktiknya, tidak semua calon
penerima bantuan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang
lengkap dan sah secara hukum. Hal ini menjadi hambatan karena
pembangunan rumah tidak dapat dilakukan jika status tanah tidak
jelas, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan
hukum di kemudian hari, seperti sengketa lahan atau klaim dari
pihak lain.

Dinas harus memastikan bahwa setiap penerima bantuan
memiliki  bukti kepemilikan tanah yang valid sebelum
pembangunan dilakukan. Proses ini seringkali memerlukan waktu
yang cukup lama karena melibatkan proses administrasi yang tidak
sederhana, seperti pengurusan sertifikat tanah atau dokumen
pendukung lainnya. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan
bahwa permasalahan perumahan tidak hanya berkaitan dengan
aspek fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan aspek legalitas
yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penyelesaian masalah
administrasi tanah menjadi salah satu langkah penting yang harus
dilakukan agar program pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan
dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan
datang.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program
adalah proses pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan,
yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Pendataan
merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam keberhasilan
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program, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan
bantuan tidak tepat sasaran. Dalam praktiknya, pendataan
dilakukan dengan melibatkan pemerintah gampong, yang memiliki
pengetahuan langsung mengenai  kondisi masyarakat di
wilayahnya.

Namun demikian data yang diperoleh tetap perlu diverifikasi
olen dinas melalui survei lapangan untuk memastikan
kebenarannya. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang cukup
lama karena harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Selain
itu, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan data antara yang
dilaporkan oleh pemerintan gampong dengan kondisi nyata di
lapangan, sehingga memerlukan proses klarifikasi lebih lanjut. Hal
ini  menunjukkan bahwa pendataan bukanlah proses yang
sederhana, melainkan membutuhkan koordinasi yang baik antara
berbagai pihak serta sistem yang mampu menjamin keakuratan
data. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendataan menjadi
hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa program
pembangunan rumah dhuafa dapat berjalan secara adil dan tepat
sasaran.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
rumah dhuafa bersifat struktural dan teknis. Kendala struktural
terlihat dari keterbatasan anggaran yang mempengaruhi cakupan
program, sementara kendala teknis terlihat dari permasalahan
administrasi  kepemilikan tanah serta proses pendataan yang
kompleks. Meskipun demikian, keberadaan kendala tersebut bukan
berarti program tidak dapat berjalan, melainkan menjadi tantangan
yang harus diatasi melalui perbaikan sistem, peningkatan
koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan
demikian, diharapkan program pembangunan rumah dhuafa dapat
terus dilaksanakan secara lebih efektif dan mampu memberikan
manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

4.3 Pembahasan
4.3.1 Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa

di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolen melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh memiliki
peran penting dalam pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa di
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Kota Banda Aceh. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada
pelaksanaan pembangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup
proses perencanaan program, pendataan calon penerima bantuan,
verifikasi lapangan, pengawasan pembangunan, serta koordinasi
dengan pemerintah gampong dan pihak terkait lainnya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa
dinas menjalankan program Rumah Layak Huni (RLH) sebagai
bentuk implementasi kebijakan pemerintah Aceh dalam membantu
masyarakat kurang mampu memperoleh tempat tinggal yang layak.
Dalam pelaksanaannya, dinas melakukan pendataan masyarakat
penerima bantuan bersama aparatur gampong untuk memastikan
bantuan diberikan kepada ~ masyarakat yang benar-benar
membutuhkan.

Berdasarkan analisis peneliti, peran yang dijalankan oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh telah
menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi organisasi pemerintah
dalam bidang pelayanan sosial masyarakat. Dinas tidak hanya
bertindak sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga berperan aktif
dalam memastikan bahwa program bantuan rumah dhuafa berjalan
sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah.

Hal tersebut sesuai dengan teori peran yang dikemukakan
oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan
aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki seseorang
maupun lembaga dalam menjalankan hak dan kewajibannya.”’
Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Aceh telah menjalankan perannya sebagai
lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab di bidang
perumahan dan kawasan permukiman. Pelaksanaan peran tersebut
terlihat dari keterlibatan dinas dalam seluruh tahapan program
pembangunan rumah dhuafa.

Menurut analisis peneliti, keberhasilan pelaksanaan program
pembangunan rumah dhuafa juga dipengaruhi oleh adanya
koordinasi antara dinas dengan pemerintah gampong. Pemerintah
gampong memiliki peran penting dalam memberikan informasi
terkait kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga proses
pendataan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat

%% Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), him. 212.
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sasaran. Koordinasi tersebut menunjukkan adanya kerja sama antar
lembaga dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.

Jika dikaitkan dengan teori koordinasi yang dikemukakan
olen Sondang P. Siagian, koordinasi merupakan proses
penyelarasan kegiatan antar bagian organisasi agar tujuan dapat
tercapai secara efektif.*® Dalam penelitian ini, koordinasi antara
dinas dan pemerintah gampong menjadi salah satu faktor penting
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan
rumah dhuafa.

Selain itu, pelaksanaan program rumah dhuafa juga
menunjukkan adanya bentuk pelayanan publik yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Program tersebut
tidak hanya bertujuan menyediakan rumah layak huni, tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Rumah
yang layak huni memberikan dampak positif terhadap kesehatan,
keamanan, dan kenyamanan masyarakat penerima bantuan.

Menurut analisis peneliti, program pembangunan rumah
dhuafa memiliki dampak sosial yang cukup besar karena mampu
membantu masyarakat dhuafa memperoleh tempat tinggal yang
lebih layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program
pemerintah di bidang perumahan tidak hanya berkaitan dengan
pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.**

Berdasarkan interpretasi akademik, peran Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan
rumah dhuafa dapat dikategorikan telah berjalan cukup baik sesuai
dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah di bidang
perumahan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program
masih  perlu ditingkatkan melalui  penguatan koordinasi,
peningkatan kualitas pendataan, serta optimalisasi pengelolaan
program agar manfaat pembangunan rumah dhuafa dapat dirasakan
secara lebih luas oleh masyarakat.

%0 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi Aksara,
2016), him. 95.

31 Agus Sadana, Perencanaan Kawasan Permukiman (Yogyakarta: Graha
llmu, 2014), him. 67.
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4.3.2 Kendala Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Aceh dalam Pembangunan Rumah Dhuafa

di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh masih
menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas
program. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran,
permasalahan administrasi kepemilikan tanah, serta proses
pendataan masyarakat penerima bantuan yang membutuhkan
ketelitian tinggi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran
menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pembangunan
rumah dhuafa. Jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan
rumah layak huni masih cukup banyak, sedangkan kemampuan
anggaran pemerintah daerah masih terbatas. Kondisi tersebut
menyebabkan tidak semua masyarakat yang memenuhi Kkriteria
dapat menerima bantuan secara bersamaan.

Menurut analisis peneliti, keterbatasan anggaran berdampak
langsung terhadap cakupan pelaksanaan program pembangunan
rumah dhuafa. Dinas harus melakukan prioritas terhadap
masyarakat yang dianggap paling membutuhkan bantuan. Kondisi
ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya
sumber daya keuangan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, salah
satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan adalah sumber daya.** Keterbatasan sumber daya dapat
menghambat  pelaksanaan  program  pemerintah, meskipun
kebijakan yang dibuat telah dirancang dengan baik. Dalam
penelitian ini, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat
yang mempengaruhi efektivitas pembangunan rumah dhuafa.

Selain keterbatasan anggaran, kendala lain yang ditemukan
adalah masalah administrasi kepemilikan tanah masyarakat
penerima bantuan. Tidak semua calon penerima bantuan memiliki
dokumen kepemilikan tanah yang lengkap dan sah secara hukum.
Hal tersebut menyebabkan proses pembangunan rumah tidak dapat

%2 George C. Edwards 11, Implementing Public Policy (Washington DC:
Congressional Quarterly Press, 1980), him. 10.
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langsung dilaksanakan karena pemerintah harus memastikan
legalitas tanah sebelum pembangunan dilakukan.

Berdasarkan analisis peneliti, permasalahan administrasi
tanah menunjukkan bahwa pembangunan rumah dhuafa tidak
hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik, tetapi juga
menyangkut aspek legalitas dan administrasi pemerintahan.
Ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah dapat menimbulkan
risiko hukum di kemudian hari apabila pembangunan tetap
dilaksanakan tanpa kepastian status lahan.

Kendala lainnya adalah proses pendataan masyarakat
penerima bantuan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Dalam
pelaksanaan program, data penerima bantuan harus benar-benar
sesuai dengan kondisi masyarakat agar bantuan dapat tepat sasaran.
Oleh karena itu, dinas harus melakukan verifikasi lapangan untuk
memastikan kebenaran data yang diperoleh dari pemerintah
gampong.

Menurut interpretasi akademik peneliti, proses pendataan
yang kompleks menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan
sosial membutuhkan sistem administrasi dan koordinasi yang baik
antar lembaga. Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan
bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan di
masyarakat.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam pembangunan
rumah dhuafa bersifat struktural dan teknis. Kendala struktural
berkaitan dengan keterbatasan anggaran, sedangkan kendala teknis
berkaitan dengan administrasi tanah dan pendataan masyarakat
penerima bantuan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan
dinas melalui koordinasi dengan pemerintah gampong dan
pengawasan lapangan menunjukkan adanya komitmen pemerintah
dalam  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  program
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dalam
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh telah berjalan
secara cukup baik dan sesuai dengan tugas serta fungsinya sebagai
pelaksana kebijakan di bidang perumahan. Dinas terlibat secara
aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan,
pendataan dan verifikasi penerima bantuan, pelaksanaan
pembangunan, hingga pengawasan. Selain itu, adanya keterlibatan
pemerintah gampong dalam proses pendataan menunjukkan bahwa
pelaksanaan program telah menerapkan pendekatan partisipatif,
sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Program
Rumah Layak Huni yang dilaksanakan juga terbukti memberikan
dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan
kualitas tempat tinggal serta kesejahteraan keluarga penerima
bantuan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang
mempengaruhi efektivitas program pembangunan rumah dhuafa.
Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang
menyebabkan tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat
menerima  bantuan. Selain itu, permasalahan administrasi
kepemilikan tanah juga menjadi hambatan karena tidak semua
calon penerima memiliki dokumen yang lengkap. Kendala lain
yang turut mempengaruhi adalah proses pendataan Yyang
memerlukan ketelitian tinggi agar bantuan dapat tepat sasaran.
Dengan demikian, meskipun program telah berjalan dengan baik,
masih diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran,
administrasi, serta sistem pendataan agar pelaksanaan program ke
depan dapat lebih optimal dan menjangkau lebih banyak
masyarakat yang membutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan
kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
pembangunan rumah dhuafa, khususnya dalam pengelolaan
anggaran dan penentuan prioritas penerima bantuan. Dinas juga
perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah gampong serta

34



instansi terkait agar proses pendataan menjadi lebih akurat dan
tepat sasaran. Selain itu, diperlukan upaya pendampingan kepada
masyarakat dalam melengkapi administrasi kepemilikan tanah,
sehingga kendala legalitas lahan tidak lagi menjadi hambatan
dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan
yang lebih optimal, baik dalam bentuk penambahan anggaran
maupun penyederhanaan prosedur administrasi, agar program
pembangunan rumah dhuafa dapat menjangkau lebih banyak
masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji
lebih dalam terkait efektivitas program dan dampak jangka panjang
terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan
kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan di
bidang perumahan.
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Pertanyaan :

1.

10.

Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Aceh dalam pelaksanaan pembangunan rumah
dhuafa di Kota Banda Aceh?

Program atau kebijakan apa saja yang dijalankan dinas
untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat
dhuafa?

Apa dasar hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam
pembangunan rumah dhuafa tersebut?

Bagaimana mekanisme penentuan dan pendataan penerima
bantuan rumah dhuafa?

Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan rumah
dhuafa, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian?
Pihak-pihak apa saja yang terlibat dan bagaimana bentuk
koordinasi dalam pelaksanaan program ini?

Kendala apa yang paling sering dihadapi dinas dalam
pembangunan rumah dhuafa di Kota Banda Aceh?

Upaya apa yang dilakukan dinas untuk mengatasi kendala
tersebut?

Bagaimana dampak pembangunan rumah dhuafa terhadap
kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat penerima?

Apa harapan dan rencana Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Aceh ke depan terkait pembangunan
rumah dhuafa?
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Asra Bi Abdihi

Tempat & Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 29 September 2001
No. Hp : 085362924137

Alamat :JL. JAKALAM NO. 14

Email : 190802128@student.ar-raniry.ac.id
Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Seutui Banda Aceh

Sekolah Menengah Pertama : MTS Babun Najah Banda Aceh
Sekolah Menengah Atas : MAS Babun Najah Banda Aceh

Sertifikasi

Ma’had Jamiah 1 7712021 | Asrama Rusunawa

TOEFL : 403 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : 79| 2026 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang : 95| 2022 | Dinas Pertanahan Aceh
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